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ABSTRAK

Penyelenggaraan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
merupakan suatu cara untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan
masyarakat dalam menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu
di kabupaten/kota. PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun masalah dalam implementasi
kebijakan PATEN kenyataannya masih banyak masyarakat terutama di
Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun mengeluh akan hambatan dan
watak dalam proses pelayanan yang ada di kantor camat tersebut, dikarenakan
Kurangnya sosialisasi dan jalinan komunikasi yang baik dari pihak pegawai
kepada masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan dalam
perumusan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif diperoleh
dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan kepustakaan. Tujuan dalam
penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Program Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan dalam rangka meningkatkan kinerja di kantor
camat Hatonduhan Kabupaten Simalungun. Hasil dari penelitian ini bahwa
pelaksanaan kebijakan PATEN di Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun
sudah berjalan dengan baik, hanya saja dalam menjalankan program tersebut
terdapat hambatan pada koneksi jaringan sehingga memperlambat kerja sistem
serta Kurangnya dukungan pemerintah dalam hal fasilitas sarana-prasarana.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, PATEN, Pelayanan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Upaya perbaikan pelayanan publik ternyata memberikan manfaat baik
bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dan pelaku usaha. Bagi
pemerintah daerah lebih efektif dan efesienya kerja birokrasi, meningkatkan
investasi dan pendapatan daerah serta menguatkan legitimasi pemerintah
sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan bagi warga dan pelaku
usaha manfaatnya adalah mendapatkan pelayanan yang lebih muda lebih
cepat tidak diskriminatif dan transparan.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah
penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan
sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam suatu tempat Dalam pelayanan
administrasi terpadu kecamatan (PATEN) peran dan fungsi camat di nilai
sangat penting terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintah,
pembangunan dan kemasyarakatan di kabupaten Simalungun. Atas dasar hal
tersebut, kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota mempunyai
peran yang sangat strategis, karena kecamatan menjadi ujung tombak
pelayanan serta barometer kinerja pelayanan publik di Kabupaten/Kota, peran
strategis inilah yang perlu terus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan
(stake holders) dalam rangka memberikan pelayanan publik.

Optimalisasi peran kecamatan dalam membangun akses dan

meningkatkan mutu pelayanan, sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah,



terjangkau, profesional sehingga mendorong terwujudnya kecamatan sebagai
pusat pelayanan dilaksanakan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) yang bertujuan membantu pemerintah daerah dalam
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep PATEN
merupakan penyelengaraan pelayanan administrasi di kecamatan dari tahap
permohonan sampai dengan ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
Hal ini, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Keputusan Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Implementasi kebijakan PATEN merupakan fungsi pelayanan yang
dilaksanakan dikecamatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai
tolak ukur terselengaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik,
karena PATEN terfokus pada peningkatan kualitas penyelengaraan pelayanan

publik.

Selanjutnya permasalahan dikecamatan Hatonduhan Kabupaten
Simalungun belum optimal karena terbatasnya sarana pelayanan, perilaku
petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang
diperlukan untuk mendapat pelayanan publik, serta panjangnya prosedur yang
harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan pubik. Permasalahan
lainnya, kurangnya respon dan perhatian petugas dalam memberikan

pelayanan dan belum mengerti tentang prosedur maupun tahapan alur



pelayanan, masih menjadi hambatan yang kerap terjadi. Akibatnya,
msayarakat yang akan melakukan pelayanan tidak merasa nyaman dan
terbantu oleh petugas pelayanan. Penjelasan dan alur pelayanan dan syarat
apa saja yang harus dipenuhi, belum sepenuhnya di sosialisasikan kepada
masyarakat. Misalnya, dalam pembuatan KK, alur yang harus dilakukan
terlebih dahulu adalah meminta surat pengantar dari RT/RW dan kelurahan
dengan disertai belangko perubahan KK, tetapi masih saja ada masyarakat
yang datang kekecamatan dengan tidak membawa surat pengantar dan

blangko perubahan KK, serta masih ada yang belum melengkapi persyaratan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud untuk
melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kantor Camata Hatonduhan

Kabupaten Simalungun”..

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat merumuskan masalah dalam
penelitian ini Bagaimana Implementasi Kebijakan Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan Hatonduhan Di Kantor Camat

Hatonduhan Kabupaten Simalungun.

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi
Kebijakan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kantor

Camat Hatonduhan Kabupaten Simalungun.



1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Aspek Teoritis
Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan yang khusus terutama
pada konsep-konsep tentang implementasi kebijakan dan program
dalam pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

b. Aspek Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
serta masukan bagi oknum seperti pegawai atau mahasiswa agar dapat
meningkatkan pelaksanaan pedoman pelayanan administrasi terpadu
kecamatan.

c. Aspek Akademis
Hasil penelitian ini diharakan dapat menjadi referensi bagi pembaca
serta bermanfaat khususnya dalam pengembangan ilmu administrasi
publik.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB | PENDAHULUAN

Pada Bab ini mengunakan tentang latar belakang masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB Il URAIAN TEORITIS



Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian,
yang akan menguraikan tentang Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan,
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

BAB |1l METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan Jenis Penelitian, Defenisi Konsep, Kategorisasi,
Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis
Data, Waktu dan Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah peyajian data dan analisis hasil
wawancara informasi dan narasumber.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.



BAB |1
URAIAN TEORITIS

2.1.Kebijakan Publik

Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip dalam buku Agustino
(2008:7) Mendefenisikan kebijakan sebagaimana serangkaian
tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan
(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan
tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan meiliki dua aspek (Thoha,2012) yaitu:

a. Kebijakan merupakan praktika sosial kebijakan bukan event yang
tunggal atau tersolier. Dengan demikian kebijakan merupakan sesuatu
yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala
kejadian yang terjadi di masyaraka. Kejadian tersebut tumbuh dalam
praktika kehidupan kemasyarakatan, bukan merupakan peristiwa yang
berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

b. Kebijakan adalah suatu respon atau peristiwa yang terjadi, baik untuk
menciptakan  harmoni  dari  pihak-pihak  berkonflik, Maupun
menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang
mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama
tersebut. Oleh karena itu, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya

pemecahan masalah dengan mengunakan sarana-sarana tertentu, dan



dalam tahapan waktu tertentu kebijakan umumnya bersifat mendasar,
karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai
andasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang di tetapkan.
Kebijakan public menurut (Wahab, 2010) menyatakan bahwa
Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi
pada pencapaian tujuan dari pada sebagai perilaku/tindakan yang
dilakukansecara acak dan kebetuan.
. Kebijakan publik pada hakektnya terdiri dari tindakan-tindakan yang
saling berkaitan dan memiliki pola tetentu yang mengarah pada
pencapaian tujuan tetentu yang dilakukan oleh pemerintah,, da bukan
merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
Kebijkan public berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja
dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dala bidang
tertentu.
. Kebijakan public dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan
pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam mengadapi
suatu masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti merupakan
keputusan pejabat pemerintah untuk tindakan melalukan sesuatu.
Dengan demikian, kebijakan public dapat didefenisikan sebagai
serangkaian kegiatan yang sadar, terarah dan terukur yang dilakukan
oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkpentingan

dalam bidang-bidang tertetu yang mengarah pada tujuan tertentu,



sehingga untuk efektivitas kebijakan public diperlukan kegiatan sosial,

pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan.

2.2. Implementasi Kebijakan

Salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik adalah
implementasi. Menurut Widagdo, implemtasi berarti menyediakan sarana
untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau
akibat terhadap sesuatu tertentu.

Sementara m menurut David C.Korten. model ini memakai pendekatan
proses pembelajaran dan lebih di kenal dengan kesesuai implementasi

program. Model kesesuaian konten di gambar sebagai berikut:

PROGRAM
Output Tugas
PEMANFAATAN o Kompetensi ORGANISASI
Tuntutan Putusan
> —

Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:1)

Gambar tersebut menjelskan tentang berintikan tiga elemen yang
ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan
program dan kelompok sasaran program. Korten memjelaskan bahwa
suatu program akan berhasil di laksanakan jika terdapat kesesuain dari tiga

unsure implementasi program. Pertama, kesesuaian antar program dan



pemanfaatan, yaitu kesesuain antar apa yang di tawarkan oleh program
dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua,
Kesesuaian antar program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuain
antar tugas yang di isyaratkan oleh program dengan kemampuan
organisasi pelaksana. Ketiga, Kesesuaian antar kelompok pemanfaat
dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antar syarat yang di
putuskan organisasi utuk dapat memperoleh output program dengan apa
yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Header Akib dan
Antonius Tarigan,200:12).

Selanjutnya Solichin (1991:45) implementasi kebijakan merupakan
aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan
tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran
keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat
saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah
konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Anderson (2001:93) mengemukakan implementasi kebijakan
merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa
implementasi pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin
administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Usman (2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas,
aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan
sekedarq aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk

mencapai tujuan kegiatan. Dari penejelasan diatas fungsi implementasi
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kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan

tujuan-tujuan atau sasaransasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan

sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang
dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan policy delivery system atau
sistem penyampaian kebijaksanaan.

Penulis mengunakan Teori Menurut George C. Edward 111 (dalam
Subarsono, 2011) untuk menganalisis permasalahan dalam implementasi
digunakan:

a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, Dimana yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada
kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi.

b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara
jelas dan Kkonsisten, Tetapi apabila implementor kekurangan
sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan
berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya
manusia, Misalnya kompetensi implementor dan sumber daya
finansial.

c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila
implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut

dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan
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oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur  Birokrasi,  Struktur  organisasi ~ yang  bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi
adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan
pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang
rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak

fleksibel.
2.3.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah
penyelenggaraan  pelayanan publik di kecamatan yang proses
pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen
dilakukan dalam satu tempat. Maksud dan tujuan PATEN untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat dan untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan
masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan
terpadu satu pintu (PTSP) di kabupaten/kota bagi kecamatan yang secara
kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien di layani melalui
kecamatan. Ruang lingkup PATEN vyaitu pelayanan bidang perizinan dan

pelayanan bidang non-perizinan. Selanjutnya Sesuai dengan Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Pasal 5, Bahwa
“Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat
substantif, administratif dan teknis”.

Salah satu bentuk dari pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa
sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa, Yakni dalam
pemberian pelayanan mengenai administrasi, seperti surat. Surat menyurat
merupakan salah satu jenis pelayanan yang terpenting yang ada di setiap
kantor desa. Menurut Hidayatullah & Mulyadi, (2015) menyatakan, terapat
12 (dua belas) jenis surat, diantaranya:

1. Surat Keterangan Lahir

2. Surat Keterangan Menikah

3. Surat Pengantar SKCK

4. Surat Keterangan Domisili

5. Surat Pengantar Perkawinan

6. Surat Keterangan Wali

7. Surat Keterangan Belum Menikah
8. Surat Keterangan Janda/Duda
9. Surat Keterangan Tidak Mampu
10. Permohonan KTP WNI

11. Permohonan KK Baru WNI

12. Surat Permohonan Akta Kelahiran
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METODE PENELITIAN

3.1.Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Sugiyono (2005:166) penelitian yang menghasilkan data yang
mengenai data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis. Dan
tingkahlaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan
penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubung dengan
teori dan data yang ada sehingga mendapat suatu kesimpulan.

Kemudian menurut (Moleong,2006) yang di kutip dari Rafiegah Nalar
Rizky dan Moulita (2017) Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang
memanfaatkan wawancara dan memahami sikap, pandang, perasaan, dan
perilaku individua tau sekelompok orang. Dalam penelitian Kualitatif
biasanya memanfaatkan metode wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan
dokumen.

Menurut Ida Martenelli dan Nalil Khairiah (2010) Penelitian deskriptif
kualitatif, Yaitu metode penelitian yang mencoba menggambarkan fenomena
berdasarkan pengalaman partisipan dan hasil observasi. Wawancara dan
observasi adalah du acara utama yang sering digunakan untuk mengumpulkan

data deskriptif. (Martenelli dan Nalil Khairiah,2010).
3.2.Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini kerangka konsep adalah gambaran Implementasi

Kebijakan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kantor
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Camat Hatonduhan Kabupaten Simalungun. Kerangka konsep yang akan di

deskripsikan dan dijelaskan adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut

di Kecamatan Hatonduhan.

Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor 4 Tahun
2010 Tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan

(PATEN)
1

Peningkatan Kinerja di

kantor Camat kecamatan

Hatonduhan Kabupaten
Simalungun

—

<

Kantor camat Kecamatan
Hatonduhan Kabupaten
Simalungun

Komunikasi
Sumber Daya
Disposisi
Struktur
Birokrasi

AwbhE

Gambar 3.1 Kerangka Konsep
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3.3.Defenisi Teori

Nawawi (2003:43) mengemukakan konsep adalah istilah atau definisi
yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan
kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatianilmu sosial. Definisi
konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah di
kelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah.Jadi, jelasnya definisi
konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi
dengan kata-kata yang menggunakan prilaku atau gejala yang dapat
ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

1. Kebijakan  Publik  kebijakan  sebagaimana  serangkaian
tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat
hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap
pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan
tertentu.

2. Implementasi Kebijakan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan,
atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai
tujuan kegiatan.

3. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan PATEN adalah suatu
penyelenggaraan  pelayan  publik di  Kecamatan yang

diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan
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sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan
badan atau kantor pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota agar lebih
efektif dan efesien dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara proporsional berdasarkan Kkriteria dan skala

kecamatan dibidang prizinan dan non perizinan.
3.4.Kategorisasi

Moleong (2006) mengemukakan bahwa kategorisasi merupakan
penyusuran kategori. Kategori adalah salah satu tumpukan dari seperangkat
tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, instuisi, pendapat, atau kriteria
tertentu. Kategorisasi menunjukan bagaimana cara mengukur suatu variable
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadikategorisasi
penelitian pendukung

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel
penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian
pendukung untuk menganalisa variable tersebut. Berikut kategorisasi
penelitian ini adalah

a. Komunikasi

b. Sumberdaya

C. Disposisi

d. Struktur birokrasi
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3.5.Narasumber

Untuk melengkapin data-data yang dibutuhkan, maka peneliti
membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberi infomasi yang
di butuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti. Adapun narasumber
dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Hatonduhan

Nama : Sando Sinaga, ST

Alamat : Mandoge

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Umur .40

b. Kepala Seksi Perekonomian Dan Pembagunan Kecamatan Hatonduhan

Nama : Rismauli Ambarita, SS

Alamat : Buntu Bayu

Jabatan : Kepala Seksi Perekonomian Dan Pembagunan
Umur 141

c. Kepala Seksi Kesejateraan Sosial Kecamatan Hatonduhan

Nama : Rosenta Sitepu, SH

Alamat : Mandoge

Jabatan : Kepala Seksi Kesejateraan Sosial
Umur 141

d.Masyarakat Huta Gunung Kecamatan Hatonduhan
Nama : Fitriani Manik

Alamat : Huta Gunung
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Jabatan : Masyarakat
Umur 42

e.Masyarakat Desa Huta Gunng Kecamatan Hatonduhan

Nama : Flora Malau
Alamat : Huta Gunung
Jabatan : Masyarakat
Umur : 40 Tahun

3.6.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini
adalah :
a. Data Primer
Data primer merupakan pengumpulan data dimana peneliti turun
langsung ke lapangan atau lokasi guna memproleh data dan fakta yang
berkenaan dengan masalah yang diteliti. Yang termasuk dalam data
primer ini adalah wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan
terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian.
b. Data Sekunder
Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang dilakukan studi
keputakaan yaitu:
1. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh
dengann mengunakan catatan atau dokumentasi yang ada pada
lokasi penelitian derta sumber-sumber yang relavan dengan

objek penelitian studi.
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2. Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-
buku karya ilmiah pendapat ahli yang memiliki relavansi

dengan masalah yang akan di teliti.

3.7.Teknik Analisis Data

Mujahiddin, (2018) dalam Nirwana and Izharsyah (2022) Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data
induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta
khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang berangkat dari fakta-
fakta khusus, Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun
langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data kualitatif. Merupakan analisis yang dilakukan dengan cara merangkum
atau memilih data berdasarkan fakta yang ada untuk memberikan gambaran
pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayananan Administrasi Terpadu Kecamatan. Berikut langkah
yang dilakukan peneliti:

a. Redukasi Data

Proses pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan dan trasformasi data kasar yang muncul dari catatan
tertulis di lapangan. Proses redukasi data akan terus berlangsung
hingga akhir penelitian lengkap dapat tersususn dengan benar.

b. Penyajian Data
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Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersususn yang
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Dengan mercermati penyajian data ini,
peneliti akan lebih memahami apa yang sedang terjadi dan apa
yang harus dilakukan.
c. Vertifikasi dan penarikan kesimpulan
Vertifikasi dan penarikan kesimpulan adalah sebagai penarikan
arti data yang telah di tampilkan. Beberapa cara yang dapat
dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan
untuk pola-pola dan tema yang sama, pegelompokan Selanjutnya
penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap
data yang di sajika dan dibuat dalam peryataan singkat dan
mundah di pahami dengan mengacu pada pook pemasalahan yang
diteliti.
3.8.Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Hatonduhan Kabupaten
Simalungun, Lokasi penelitian dipilih karena menyesuaikan dengan informan
dalam penelitian ini. Peneliti memulai penelitianaya pada tanggal 21 Maret -

20 april 2024 pada waktu yang telah di tetapkan.
3.9.Ringkasan Lokasi Penelitian

3.9.1. Profil Kantor Camat Kecamatan Hatonduhan Kabupaten

Simalungun
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Kecamatan Hatonduhan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten
Simalungun dengan luas wilayah sebesar 320.74km, berada pada 02-00’52
40’LU Dan 99-18’08BT 237,9 meter di atas permukaan laut yang di bagi
menjadi 20 wilayah terdiri dari 9 desa dan 0 kelurahan Selain itu kecamatan
Hatonduhan terbagi habis menjadi wilayah terkecil yaitu 59 dusun. Desa
Tangga Batu memiliki dusun sebanyak yaitu 13 dusun, sedangkan desa
paling sikit dusunya adalah desa tonduhan yaitu sebanyak 3 dusun.

Kantor camat Hatonduhan berletak di jIn.Besar Mandoge,Saribu
Asih,Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang
resmi berdiri pada 14 November 1956 dengar dasar Hukum UU Nomor 7
Tahun 1956

3.9.2. Visi Misi Kantor Camat Kecamatan Hatonduhan Kabupaten
Simalungun
a. VISI
e Masyarakat Harus Sejahtera
b. MISI

e Pemulihan Ekonomi

e Pemuihan Kesehatan

e Penerapan GCG(Good and Clean Government)

e Pengembangan Pendidikan Dan Kbudayaan

e Pengembangan Parawisata Dan Ekonomi Kreatif

e Peningkatan Pertanian Dan Pengembangan Sistem Agribisnis

e Peningkatan Kualitas Infrastruktur



Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Milenial

Restrukturisasi Anggaran(Perbaikan Postur APBD)

Restrukturisasi Organisasi Dan Reformasi Birokrasi

3.9.3. Stuktur Organisasi Kantor Camat Hatonduhan

BAGAN ORGANISASI KANTOR CAMAT HATONDUHAN

CAMAT HATONDUHAN
RYAN FAHR]Z:»I\L PAKPAHAN,
s.aIp
NIP.198802242007011001

NIP.198905262015051001

SEKRETARIS KECAMATAN
RINTON PARULIAN
DAMANIK, SE
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| NIP.198202072010012004

e
KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPEGAWAIAN DAN
PERLENGKAPAN

ROSMAYANTI DAMANIK, SH

¥
KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN

RIANI SIBURIAN, A.Md
NIP. 197803172012122002

STAF :
1. RIKI ANDI PRANOTO, S.M
NIP. 198402282006041007

STAF :
1. JUSRI SIRAIT

2. AGUS WALUYC

3. SAGIMIN
NIP. 1972042,

NIP. 19720818 199203 1 002
LUYO

NIP. 198108172009011001

07011002

KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN

SANDO SINAGA, S.ST
NIP : 198610222017061001

KEPALA SEKSI PEI\'# ERDAYAAN
MASYARAKAT DAN NAGORI

DUMA LIDIA NATALINA NAIBAHO,

S.Kom, MM

KEPALA SEKST
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SOSIAL

SUNGGUH SIRAIT, SH

STAF :
1. JAONTOR SARAGIH

NIP. 197008081989091001
2. ASMAN MANIK

NIP. 197111052009061002
3. TUKIMAN

NIP. 196907042009061002
4. HOTLAN SIRAIT

NIP. 196702282009061002

NIP : 197812212007012004
AF:

NIP.196707172007011007
TAF:

STAF:
1. EDI SUBAGIO, SM

NIP. 197011091999031003
2. PAYA H SARAGI

NIP. 19750626 200801 1005

KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN

ROSENTA SITEPU, SH
NIP.198401312010012024
F:

KEPALA SEKSI

PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

RISMAULI AMBARITA, SS
| NIP: 197101202005022001
STAF :

3.2 Bagan Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Hatonduhan

3.9.4. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Camat Hatonduhan

A. Camat

Camat Mempunyai Tugas:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintah umum

CAMAT HATONDUHAN,

RYAN FAHRIZAL PAKPAHAN, S.IP

NIP. 198802242007011001

b. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
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c. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum.
d. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan bupati
e. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah tingkat kecamatan.
f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan.
h. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi
jabatannya
i. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan
terhadap jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati
untuk melksanakan sebagaimana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten.
2. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh bupati berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan.

B. Sekretaris Camat
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1. Sekretaris camat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis
dan administratif serta mengordinasikan pelaksanaan tugas di
lingkungan kecamatan

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekretaris camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan

b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan ketatausahaan

c. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana
program Kerja dan anggaran

d. Menggordinasikan dan melaksanakan evaluasi dan
pelaporan program kerja dan anggaran

e. Melaksanakan penatausahaan dan penatalaksanaan di
bidang kepegawaian,perlengkapan, dan keuangan

f. Melaksanakan hubungan masyarakat dan protokol

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

h. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan
tupoksi jabatanya

i. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan
kewenangan terhadap jabatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan perlengkapan



1)

2)
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Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan perlengkapan mempunyai

tugas memberikan dukungan administrasi umum, melaksanakan

penatausahaan dan penatalaksanaan kepegawaian, barang milik
daerah, dan barang milik Negara di lingkungan kecamatan

Sub Bagaian Umum, Kepegawaian dan perlengkapan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha, tata
laksana dan kearsipan

b. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian

c. Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga

d. Menyiapkan dan melaksanakan urusan  hubungan
masyarakat dan keprotokolan

e. Menyiapkan dan melaksanakan urusan dokumentasi dan
kepustakaan

f. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan,
pendistribusian dan pelaporan barang milik daerah dan
barang milik Negara.

g. Menyiapkan bahan penyampaian laporan harta kekayaan
penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan harta
kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan reformasi birokrasi

dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
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i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

j. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai denga
tupoksi jabatanya

k. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgnaan
kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

4. Sub Bagian Program Dan Keuangan

1)

2)

Sub bagian program dan Kkeuangan mempunyai tugas

menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja

dan keuangan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan program

dan keuangan serta melakukan penatausahaan dan

penatalaksanaan keuangan kecamatan.

Sub bagian programdan keuangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian sebagai

berikut:

a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana
program dan anggaran

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana
strategis dan rencana kerja tahunan

c. Menyiapkan bahan penyusunan penetapan kinerja

d. Menyiapkan bahan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan
tugas lainnya

e. Melaksanakan urusan tata laksana keuangan
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Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji
Melaksanakan urusan vertifikasi dan akuntansi
Melaksanakan urusan pelaporan keuangan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan
tupoksi kabatannya

Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan
kewenangan terhadap jabatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan mempunyai rincian tugas:

a.

b.

Membuat program kerja dibidang pemerintahan

Menfasilitasi penyelenggaaraan administrasi pemerintah
nagori/kelurahan

Penyelenggara tugas-tugas pembantuan dibidang
keagrariaan/pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Membuat laporan bulanan penduduk kecamatan
Melaksanakan  vertifikasi ~dan  pemeriksaan  data
kependudukan, surat keterangan/formulir KTP/KK
Melakukan pelayanan umum dalam memberikan surat

keterangan pindah, surat keterangan penduduk dan lain-lain
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Memproses usul pemberhentian pangulu dan pengangkatan
penjabat kepala nagori yang diajukan oleh Badan
Permusyawaratan Nagori (BPN)

Melakukan pembinaan dan pengawasan pembentukan BPN
Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala nagori dan perangkat
nagori

Membuat data kepala nagori dan perangkat desa dalam
rangka pelaksanaan tugas kepala nagori dan perangkat nagori
dalam rangka penyusunan daftar penerimaan tunjangan
perbaikan penghasilan aparat pemerintahan nagori(TPPAPN)
Membuat laporan minografi kecamatan

Melakukan dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang
timbul antara pemerintahan nagori

. Memfasilitasi penyusunan peraturan nagori dan peraturan
pangulu atau keputusan pangulu

Melakukan pembinaan organisasi sosial politik

Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas dan fungsinya kepada atasan

Melaksanakan koordinasi tugas-tugas kepada sekcam
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan

tupoksi jabatannya
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Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan
kewenangan terhadap jabatan, sesuai denga peraturan

perundang-undangan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan nagori/kelurahan

mempunyai rincian tugas:

a.

Melakukan pembinaan usaha gotong royong masyarakat
dalam mendukung gerakan pembagunan swadaya masyarakat
(gerbang swara) dan melakukan penyuluhan dalam rangka
menumbuhan kesadaran dan tanggung jawab dalam
pembagunan

Melakukan kegiatan dalam elaksanakan musyawarah rncana
pembagunan (Musrenbang) tingkat nagori dan tingkat
kecamatan

Melakukan koordinasi pelaksanaan pembagunan serta
pengembangan aset nagori/kelurahan

Menyiapkan  bahan  penyusunan  program  dibidang
pemberdayaan masyarakat

Melakukan pengawasan/monitoring bantuan yang diberikan
pemerintahan kepada nagoti/kelurahan

Meneliti  usulan  anggaran  yang  diajukan  oleh
nagoti/kelurahan

Melakukan koordinasi dengan pemerintah nagori/kelurahan



30

h. Melakukan koordinasi tugas-tugas kepada sekretaris
kecamatan

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya

j. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan
tupoksi jabatannya

k. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan
kewenangan terhadap jabaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

7. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai

rincian tugas:

a. Membuat program kerja di bidang ketentraman dan
ketertiban umum

b. Melakukan kordinasi dengan aparatur keamanan

c. Mengumpul, mengolah dan mengevaluasi data dibidang
ketentraman dan ketertiban umum

d. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum

e. Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan

kegiatan pembebasan tanah
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Memfasilitasi keamanan dan Kketertiban umum terhadap
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Anggota Badan
Permusyawaratan Nagori

Memfasilitasi ~ pelaksanaa  urusan  otonomi  daerah
kabupaten/kota yang diserahkan kepada kepala nagori
dibidang ketentraman dan ketertiban umum

Membantu camat dalam pengawaasan dan pemantauan
terhadap setiap izin dan rekomendasi yang dikeluarkan agar
sesuai dengan peraturan daerah atau ketentuan yang berlaku
Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengawasan
terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta
melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan
bantuan lainnya

Melakukan  pembinaan  masalah  kenakalan  remaja
penyalanggunaan narkpoba dan masalah sosial

Pembinaan kehidupan beragama, kepercayaan kepada Tuhan
yang Maha Esa

Melakukan koordinasi tugas kepada sekretaris kecamatan

. Menyampaikan saran pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang
berlaku

Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas dan fungsinya kepada atasan
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0. Melakukan pmbinaan terhadap perlindungan masyarakat

p. Memproses rekomendasi terhadap penerbitan izin sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku

g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan fungsinya

Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai denga
tupoksi jabatannya

Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalangunaan
kewenangan terhaap jabatan, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

8. Kepala Seksi Kesejateraan Sosial

Kepala seksi kesejateraan sosial mempuanyai rincian tugas:

a.

b.

Pelaksanaan program bidang kesejahteraan sosial

Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
dan/atau intansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang
kesejateraan sosial

Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan

kegiatan kesejateraan sosial di tingkat kecamatan

. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang

kesejateraan sosial
Pengkoordinasian  penyelenggaraan krja sama dengan

lembaga/intas lain di bidang kesjateraan sosial
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f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pendapatan dan
pengembangan potensi masyarakat

g. Merumuskan dan mengiventarisir dalam pelaksanaan pemberian
RASKKIN diwilayah kecamatan

h. Pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan

i. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teksnis status sosial

j. Pengkordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan oleh raga
dan kepemudaam, budaya/adat serta peningkatan peranan
perempuan

k. Pengkoordinasian pembinaan kehidupan keagamaan,
pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarkat.

|. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan
tupoksi jabatanya

m.Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan
kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

9. Kepala Seksi Perekonomian Dan Pembaangunan
Kepala seksi perekonomian dan pembagunan mempunyai rincian
tugas:

a. Mempersiapkan data dan program pembagunan dan
perekonomian masyarakat

b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan

pembagunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan
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. Melaksanakan pembinaan perekonomian meliputi pembagunan
sumber produksi dan pengendalian penyaluran/pemasaran
produksi.

. Melaksnakan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna

. Membuat program kerja bidang ekonomi

. Melakukan kegiatan dan pemantauan terhadap pembagunan
potensi dan kwalitas SDA

. Membuat usulan pendapatan kecamatan

. Melakukan koordinasi tugas kepada sekretaris kecamatan

i. Melaksnakan pembinaan pembagunan sarana dan prasarana

j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan ssuai

dengan tugas dan fungsinya

. Bertanggung jawab penuh tas segala tugas sesai dengan tupoksi
jabatanya

. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalanggunaaan
kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Hasil Data Narasumber

Berdasarkan data yang telah di kumpulkan melalui wawancara terhadap
narasumber, dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan
karakteristik  narasumber bedasarkan jenis kelamin, Umur, dan
jabatanataupun pekerjaan. Selain itu data primerpenelitian berupa jawaban-
jawaban atas pertayaan yang di ajukan kepada narasumber terkait dengan
Peraturan Mnteri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kantor Camat Hatonduhan Kabupaten
Simalungun, dan juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai
bentuk hasil dari penelitian.

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
1 Perempuan 4 80%
2 Laki-laki 1 20%
Jumlah 5 100%

Sumber Analisis: Penelitian 2024

34



35

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No Umur Frekuensi persentase
1 40 2 40%
2 41-42 3 60%
Jumlah 5 100%

Sumber Analisis: Penelitian 2024

4.2.Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil
penelitian dilapangan melalui metode pengumpulan data Kualitatif yaitu data
yang di peroleh dengan cara Tanya jawab dengan narasumber yang
berwenang untuk menjawab pertayaan dan kemudian dapat di simpulkan.
Adapun Hasil Penelitian diperoleh sebagai berikut:

4.2.1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan penulis bersama
dengan bapak Sando Sinaga,ST Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Di
Kantor Camat Hatonduhan Pada Hari Selasa Tanggal 02 April 2024, beliau
mengatakan cara pihak Kantor Camat menyampaikan informasi kepada
masyarakat yaitu dengan menyampaikan ke nagori desa namun untuk hal
tertentu pihak kecamatan langsung memberikan informasi kepada
masyarakat di damping kepala desa, dalam hal ini tentu ada kendala seperti
informasi yang di berikan kecamatan kepada nagori desa setempat tidak di

mengerti untuk menyampaikan kepada masyarakat di karenakan tidak
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memiliki pengalaman, meskipun dengan adanya beberapa kendala dalam
penyampaian kebijakan PATEN ini pihak kecamatan tetap konsitensi
melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Rismauli
Ambarita,SS selaku kepala seksi perekonomian dan pembagunan Di
Kantor Camat Hatonduhan Pada Hari Kamis 18 April 2024, beliau
mengatakan penyampai informasi kepada masyarakat terkait pengurusan
surat-surat ada banyak cara salah satu contohnya berjumpa langsung
kepada masyarakat dan yang terlibat dalam penyampaian informasi ini
seluruh staf pegawai sesuai denga tupoksi masing-masing.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Rosenta Sitepu,
SH Selaku kepala seksi Kesejateraan Sosial Di Kantor Camat Hatonduhan
Pada Hari Kamis 18 April 2024, beliau mengatakan untuk segala
penyampain informasi kepada masyarakat di pegang langsung oleh staf
pegawai di kantoor camat di lanjut kepada panggulu nagori selanjutnya
kepada kepala desa(gamot) dan kepada masyarakat, cara penyampaian
pesan bisa melalui media sosial atau pun surat kepada masyarakat.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Fitriani Manik
selaku masyarakat setempat Pada Hari Sabtu 20 April 2024, beliau
mengatakan tidak mendapatkan informasi apapun terkait Peraturan
PATEN dari pegawai Kantor Camat Hatonduhan, dan beliau
menyampaikan sangat kurang jelas terkait informasi yang ada, beliau

hanya mengetahui pengurusan administrasi dari sesama masyarakat lainya.
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Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Flora Malau
selaku masyarakat setempat Pada Hari Sabtu 20 April 2024, beliau
mengatakan informasi yang di dapat terkait administrasi di kantor Camat
lumayan lengkap namun informasi tersebut kurang jelas terlebih lagi
informasi tersebut beliau dapatkan tidak langsung dari pegawai Kantor
tetapi dari panggulu dan kepala desa setempat.

4.2.2.Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan penulis bersama
dengan bapak Sando Sinaga,ST Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Di
Kantor Camat Hatonduhan Pada Hari Selasa Tanggal 02 April 2024, beliau
menyampaikan bahwa kemampuan pelaksana dalam menjalankan
kewenangan terhadap pelaksanaan PATEN telah terlaksana sesuai aturan
yang berlaku, informasi tersebut pun beliau terima dari pemrintahan dalam
hal penunjang perkembangan pelaksanaan PATEN, terkait fasilitas yang ada
di kantor camat menurut beliau masih kurang karena ada beberapa pegawai
yang masih belum mendapatkan alat administrasi seperti komputer, terkait
kebijakan PATEN tersebut seluruh pegawai terlibat dalam Tupoksinya
masing-masing, namun berliau belum merasa puas terkait dukungan
pemerintah terutama di jaringan internet di karenakan di desa Hatonduhan
internet kurang memadai beliau mengatakan semua pekerjaan sekarang
melalui internet dan pihak kantor camat sedikit terkendala pada hal tersebut.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Rismauli

Ambarita,SS selaku kepala seksi perekonomian dan pembagunan Di Kantor
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Camat Hatonduhan Pada Hari Kamis 18 April 2024, beliau menyampaikan
kemampuan pegawai dalam menjalankan PATEN tersebut sudah cukup
bagus, mendapatkan informasi dari atasan terkait peraturan yang ada, beliau
berpendapat bahwa fasilitas yang ada cukup memadai meskipun ada
beberapa sarana-prasarana yang harus bergantian memakainya. Seluruh
pegawai di kantor Camat Hatonduhan sudah ditempatkan berdasarkan
keahliannya namun dalam hal tersebut masih ada beberapa kepala seksi
yang tidak memiliki anggota dalam struktur organisasinya.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Rosenta Sitepu, SH
Selaku kepala seksi Kesejateraan Sosial Di Kantor Camat Hatonduhan Pada
Hari Kamis 18 April 2024, beliau menyampaikan kewenangan peraturan ini
saya mampu melayanin keluhan masyarakat ataupun kami dapat
melaksanakan tupoksi dengan baik, seluruh camat, sekretaris camat, kepala-
kepala seksi lainya atau seluruh staf pegawai di kantor Camat Hatonduhan
terlibat pada pelayanan administrasi masyarakat, terkait dukungan
pemerintah tentang finasial dalam kebutuhan administrasi beliau
mengatakan cukup mendukung.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Fitriani Manik
selaku masyarakat setempat Pada Hari Sabtu 20 April 2024, beliau
menyampaikan sejauh beliau mengurus surat-surat di kantor Camat
Hatonduhan tentang jumlah pegawai pelayanan sudah cukup, beliau

mengatakan hal yang mempelambat proses pengursan d kantor Camat
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terkendalah pada jaringan dan ada pegawai yang tidak di lokasi, terkait
fasilitas dan sarana-prasarana menurut beliau sudah cukup.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Flora Malau selaku
masyarakat setempat Pada Hari Sabtu 20 April 2024, beliau menyampaikan
fasilitas yang ada di kantor Camat Hatonduhan sudah cukup nyaman, terkait
sarana-prasarana cukup memadai pada saat pengurusan surat-surat beliau,
namun beliau juga mendapatkan kendalah pada saat pengurusan di kantor
Camat yaitu ada masalah di jaringan yang membuat surat tersebut lama
terselesaikan dan pada saat beliau kembali lagi untuk pengambilan surat
pegawai tidak ada di tempat yang membuat beliau harus bolak-balik ke
kantor Camat tersebut.

4.2.3.Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan penulis bersama
dengan bapak Sando Sinaga,ST Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Di
Kantor Camat Hatonduhan Pada Hari Selasa Tanggal 02 April 2024, beliau
mengatakan pegawai di Kantor Camat Hatonduhan sudah melaksanakan
kebijakan ini sepenuhnya, pengangkatan disposisi sesuai dengan latar
pendidikan dan kemampuan pegawai sehingga pelaksanaan kebijakan
terkomitmen dengan tugas nya masing-masing, terkait hambatan yang ada
besar hambatan yang di temui di bagian jaringan yang kyrang bagus atau
memadai di Kecamatan Hatonduhan.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Rismauli

Ambarita,SS selaku kepala seksi perekonomian dan pembagunan Di Kantor
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Camat Hatonduhan Pada Hari Kamis 18 April 2024, beliau mengatakan
sudah melakukan kebijakan yang ada karena wajib melaksanakan kebijakan
yang ada di Kantor Camat Hatonduhan, dan seluruh pegawai pun komitmen
dalam menjalankan tugas-tugas karena hal tersebut wajib.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Rosenta Sitepu, SH
Selaku kepala seksi Kesejateraan Sosial Di Kantor Camat Hatonduhan Pada
Hari Kamis 18 April 2024, beliau mengatakan komitmen yang di lakukan
pegawai di kantor camat harus bisa melayani dan menjawab pertayaan-
pertayaan dari masyarakat hingga masyarakt tersebut puas dengan hasil
yang ada, dalam kebijakan ini hambatan yang di hadapi pegawai saat
pelaksanaan administrasi terdapat pada jaringan dimana jaman sekarang
sebagaian besar berkerja melalui jaringan internet.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Fitriani Manik
selaku masyarakat setempat Pada Hari Sabtu 20 April 2024, beliau
mengatakan bahwa sikap pelaksana pelayanan masih kurang masiksimal dan
kurang ramah, membuat kurang efektif karena jika ada masyarakat yang
inggin mengurus administrasi tidak langsung di sambut oleh pegawai untuk
bertaya terkait keperluan masyarakat dan sistem administasi di Kantor
Camat Hatonduhan pun bisa dikatakan berbelit-belit.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Flora Malau selaku
masyarakat setempat Pada Hari Sabtu 20 April 2024, beliau mengatakan
sikap pelaksana bisa dikatakan cukup lumayan ramah dansejauh ini

masyarakat tidak pernah medengar adanya pungli di Kantor Camat
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Hatonduhan, pada saat beliau mengurus administrasi yang membuat
terkendala pegawai tidak ada di lokasi sehingga pembuatan surat-surat di
ahlihkan ke pegawai lainya, dan kebijakan ini masih kurang efektif terutama
di bagian jaringan.
4.2.4.Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan penulis bersama
dengan bapak Sando Sinaga,ST Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Di
Kantor Camat Hatonduhan Pada Hari Selasa Tanggal 02 April 2024, beliau
menyampaikan pelaksanaan pelayanan di Kantor Camat Hatonduhan ini
sudah sesuai dengan SOP yang berlaku setiap masyarakat yang akan
mengurus administrasi akan di tangganin oleh pegawai sesuai dengan
tupoksinya masing-masing di lanjut laporan kepada sekretaris camat dan
akan di periksa oleh kepala Camat Hatonduhan, pengawasan dan
pengendalian pelayanan menerima saran dari masyarakat untuk perbaikan
evaluasi di kecamatan peraturan ini juga dapat memudahkan masyarakat dan
menjadi bahan evaluasi kepada seluruh pegawai di kantor camat.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Rismauli
Ambarita,SS selaku kepala seksi perekonomian dan pembagunan Di Kantor
Camat Hatonduhan Pada Hari Kamis 18 April 2024, beliau menyampaikan
bahwa SOP yang di terimah sudah sesuai dengan pelayanan administrasi,
terkait pengawasan dan pengendalian setiap seksi melakukan evaluasi dan

monitoring, dan dengan adanya peraturan kebijakan PATEN dapat
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mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi di kantor camat
Hatonduhan.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Rosenta Sitepu, SH
Selaku kepala seksi Kesejateraan Sosial Di Kantor Camat Hatonduhan Pada
Hari Kamis 18 April 2024, beliau menyampaikan semua terkendali sesuai
SOP yang berlaku di Kantor Camat Hatonduhan, struktur birokrasi pun
sesuai dengan pangkat dan jabatan yang sudah di atur hal ini dapat
mempermudah masyarakat dalam pengurusan adminisrasi, namun kebijakan
ini masih 90% mempermdah masyarakat dimana jaringan yang kurang
memadai dan fasilitas yang masih belum 100% ada .

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Fitriani Manik
selaku masyarakat setempat Pada Hari Sabtu 20 April 2024, beliau
menyampaikan tidak mengetahui tentang struktur birokrasi di kantor Camat
Hatonduhan terutama tentang PATEN, dan beliau berpendapat perlu adanya
pegawai yang memegang satu tugas dalam pengurusan pelayanan
administrasi agar memudahkan masyarakat, dan dengan adanya peraturan
ini masih kurang dalam memudahkan masyarakat dalam pengurusan
administrasi.

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama ibu Flora Malau selaku
masyarakat setempat Pada Hari Sabtu 20 April 2024, beliau menyampaikan
tidak mengetahui terkait struktur birikrasi yang ada di kantor Camat
Hatonduuhan,dan pegawai perlu memegang satu tugas terkait administrasi

agar mempercepat dan mempermudah masyarakat, dan terdapat hambatan
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masyarakat dalam pengurusan administrasi jika camat atau pegawai yang
bertanggung jawab tidak ada di tempat atau juga terkendala pada jaringan
internet

4.3. Pembahasan

4.3.1. Kominukasi

Komunikasi salah satu indikator yang sangat penting dalam
menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan dalam
mencapai tujuan. Komunikasi sangat di perlukan agar para pembuat
kebijakan dan penerima kebijakan konsisten dalam melaksanakan setiap
kebijakan yang akan di terapkan dalam masyarakat. Hal ini di butuhkan tiga
indikator penunjang keberhasilan peraturan  kebijakan yaitu tranmisi,
kejelasan, konsisten. Menurut George C.Edward Il terkait keberhasilan
implemetasi kebijakan masyarakat pihak implementor mengetahui apa yang
harus dilakukan dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus
tranmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi.

Dengan demikian untuk mengimplementasikan suatu peraturan
kebijakan. Komunikasi adalah suatu cara atau kegiatan yang dilaksanakan
untuk mencapai suatu tujuan yang hasil akhirnya akan berdampak kepada
masyarakat, baik itu dalam hal positif atau negatif. Sebagaimana yang
terlihat pada Kantor Camat Hatonduhan Kabupaten Simalungun, bahwa
setiap informasi terkait kebijakan pelayanan administrasi terpadu (PATEN)

belum teralokasikan dengan baik.
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Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, Kantor
Camat Hatonduhan melakukan penyampaian informasi terkait Kebijakan
PATEN melalui panggulu setempat yang kemudian di sampaikan kepada
kepala desa dan di lanjut kepada masyarakat, namun terkait informasi yang
signifikan pihak kecamatan akan langsung menyapaikan informasi PATEN
kepada masyarakat melalui perkumpulan di Kantor Camat hal ini di
sampaikan langsung oleh kepala seksi pemerintahan, Namun dalam
komunikasi tersebut masih terdapat hambatan yang terjadi seperti informasi
yang di berikan pihak Camat tidak di mengerti oleh panggulu atau kepala
desa sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat terkait Kebijakan
PATEN masih kurang konsiten yang dapat di nilai 90% terhadap kepuasan
masyarakat tentang informasi Kebijakan PATEN yang di terima.

4.3.2.Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik, sumber daya
memiliki sub indikator yaitu staf keahlian, informasi, kondisi sosial,
wewenang dan fasilitas. Menurut George C.Edward Ill (subarsono 2011)
sumber daya telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi jika
implementor  kekurangan sumber daya untuk melaksanakanya maka
inplementasi tidak akan berjalan efektif.

Ketersediaan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses
implementasi Kebijakan PATEN di Kantor Camat Hatonduhan dapat

dikatakan belum tercukupi. Ketersediaan sumber daya yang handal
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merupakan suatu hal yang wajib, namun dalam pelaksanaan administrasi di
Kantor camat Hatonduhan masih dapat ditemukan sumber daya petugas
yang jauh dari harapan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor
Camat Hatonduhan dalam menjalankan kewenangan PATEN masih dapat
dikatakan kurang baik, Sebab keahlian para pegawai yang kurang memadai
dalam perlaksanaan kebijakan menyebabkan Implementasi Kebijakan
PATEN berjalan kurang maksimal, terlebih terdapat fasilitas yang kurang
dalam kebutuhan penunjang pelayanan administrasi, Hal ini disampaikan
langsung oleh pihak kecamatan bahwa seluruh pegawai belum rata
mendapatkan bantuan fasilitas dari pemerintah seperti komputer dan
jaringan internet, Namun dalam hal ini pihak kecamatan mengatakan sangat
berupayah memberikan kepuasan terhadap masalah yang di ajukan oleh
masyarakat.

4.3.3.Disposisi

Disposisi  dapat dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan
kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melakukan kebijakan secara
sungguh-sungguh sehingga apa yang akan menjadi tujuan kebijakan dapat di
wujudkan. Menurut George C.Erdward Il apabila implementor memiliki
sifat disposisiyang baik maka implementor tersebut dapat menjalankan
kebijakan dengan baik oleh karena itu watak dan karakteristik sangat di

butuhkan.
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Karakteristik pelaksana dalam mengimplementasikan Kebijakan
PATEN diperlukan karakteristik yang mampu melayani dengan sungguh-
sungguh terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan tupoksi yang
berlaku, Para pegawai di Kantor Camat Hatonduhan harus memiliki watak
yang simpati agar terkesan bersahabat kepada masyarakat terlebih lagi
apabila terdapat masyarakat yang memiliki umur cukup rentan atau ibu
hamil dalam pengurusan administrasi di Kantor Camat Hatonduhan. Dalam
hal ini kejujuran, komitmen, keteladanan yang sangat tinggi salah satu
faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor
Camat Hatonduhan melaksanakan kebijakan ini dengan baik, penerapan
disposisi pelaksanaan PATEN sudah dilakukan sesuai kebutuhan
masyarakat dan komitmen yang dilakukan seluruh pegawai cukup baik
seluruh pegawai berusaha memberikan kepuasan kepada masalah yang di
ajukan masyarakat, namun menurut pendapat masyarakat pelayanan tersebut
belum dapat di katakan ramah dengan alasan para pegawai yang ada tidak
langsung siap menyambut masyarakat yang ingin mengurus administrasi,
Kebijakan ini juga belum efektif dikarenakan peraturan yang ada masih
berbelit-belit yang membuat terhambat dalam mengurus Administrasi.

4.3.4.Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan standar operasi baik menyangkut
mekanisme, sistem, prosedur pelaksanaan kebijakan, Pembagian tugas

pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab. Menurut George C.Edward
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I11 struktur birokrasi ialah aspek struktur organisasi pada standar operasional
prosedur (SOP) dan fragmentasi, Struktur organisasi yang panjang akan
cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni
prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas
organisasi tidak fleksibel.

Untuk mencapai pelayanan yang baik maka di butuhkan Struktur
Birokrasi yang sesuai. Hal ini diperlukan agar sasaran yang dituju tercapai.
Untuk itu standar operasional prosedur (SOP) di Kantor Camat Hatonduhan
di sesuaikan dengan tupoksi yang ada, Pegawai memberikan pelayanan
Administrasi PATEN yang prima sesuai dengan MISI “Restrukturisasi
Organisasi Dan Reformasi Birokrasi” yang merupakan hal yang harus ada
pada pengendalian dan pegawasan terhadap Kebijakan Pelayanan PATEN di
kantor Camat Hatonduhan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor
Camat Hatonduhan melakukan prosedur administrasi sesuai dengan SOP
yang ada, Namun pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan
pelayanan PATEN ini hanya mencapai 90% dalam melayani kepuasan
masyarakat hal ini di sampaikan langsung oleh pegawai Kantor Camat
Hatonduhan, SOP yang ada masih kurang maksimal apabila pegawai tidak
ada di kantor maka pelayanan akan di pindah tanggan kepada pegawai
lainya karena tidak semua pegawai paham dengan standar operasional
prosedur (SOP) yang ada.

4.3.5.Hambatan Dalam Implementasi
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Rasyid (2013:6-7) Untuk menghadapi tantangan yang berat terhadap
Kebijakan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Dalam
menjalankan fungsinya dan menciptakan pelayanan kebijakan administrasi
yang baik maka langkah yang harus di ambil ialah melakukan reformasi
administrasi. Menurut George C.Edward 111 Hambatan adalah segala sesuatu
yang menghalangi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan mereka
dalam struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor
Camat Hatonduhan. Memiliki beberapa hambatan terkait Program PATEN
hambatan tersebut yang membuat tingkat kepuasaan masyarakat dalam
pelayanan PATEN kurang maksimal, Hal ini sebabkan karena kurang nya
informasi yang disampaikan pegawai kepada masyarakat terkait PATEN
yang membuat pelayanan tidak efektif dan efesien. Selain itu Pemerintah
juga kurang mendukung fasilitas sarana-prasarana seperti komputer dan
jaringan internet, Yang memicu hambatan baru membuat Pelayanan
Kebijakan PATEN sehingga tidak terkordinasikan dengan baik. Hambatan
lainya dalam Implementasi Kebijakan PATEN kenyataannya masih banyak
masyarakat terutama di Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun
mengeluh akan watak/karakteristik dalam proses pelayanan yang ada di
Kantor Camat, Di karenakan kurangnya sosialisasi dan jalinan komunikasi

yang baik dari pihak pegawai kepada masyarakat setempat.



BAB V

PENUTUP

5.1Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulisan tentang

kebijakan peraturan menteri dalam negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang

program pelayanan administrasi terpadu kecamatan dalam rangka

meningkatkan kinerja di kantor camat kecamatan Hatonduhan Kabupaten

Simalungun maka penelitian menyimpulkan:

1.

Komunikasi, terkait Permasalahan, Perubahan, Aturan dan Fakta antar
aktivitas pelaksana dalam implementasi kebijakan pelayanan
administrasi terpadu di Kantor Camat Hatonduhan belum terlaksana
dengan baik, Hal ini terlihat dari keluhan masyarakat yang tidak
mengetahui terkait program pelaksanaan PATEN.

Sumber Daya, kebijakan implementasi pelayanan administrasi terpadu
PATEN di Kantor Camat Hatonduhan belum terlaksana dengan baik,
Hal ini terlihat masih banyak dukungan pemerintah terkait bantuan
fasilitas yang tidak memadai seperti komputer dan jaringan internet
yang memperlambat proses Admnistrasi kepada masyarakat.

Disposisi, watak/karakteristik pegawai di Kantor Camat Hatonduhan
belum berjalan dengan baik, Hal ini terlihat dari pendapat masyarakat
yang mengatakan para pegawai tidak langsung memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang datang.
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Struktur Birokrasi, strandar operasional prosedur (SOP) di Kantor
Camat Hatonduhan sudah di lakukan sesuai dengan tupoksi yang
berlaku, Namun prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks membuat

hambatan aktivitas masyarakat yang tidak fleksibel.

5.2.Saran

1.

Kantor Camat Hatonduhan di harapkan melakukan sosialisasi tentang
Program PATEN agar pegawai desa dapat meneruskan informasi
kepada masyarakat.

Diharapkan adanya peran pemerintah dalam bantuan fasilitas yang di
butukan di Kantor Camat Hatonduhan dalam pelaksanaan Program
PATEN seperti komputer dan jaringan internet.

Disposisi diharapkan watak/karakteristik pegawai kepada masyarakat di
perhatikan lebih baik lagi agar masyarakat nyaman pada pengurusan
Kebijakan Administasi di Kantor Camat Hatonduhan.

Struktur Birokrasi para pegawai lebih efektik dalam bekerja dan
memahami aturan-aturan yang di terapkan agar masyarakat tidak
terbelit-belit dalam pengurusan Program PATEN di Kantor Camat

Hatonduhan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

DRAF WAWANCARA PENELITIAN
Judul :
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN DI KANTOR CAMAT HATONDUHAN
KABUPATEN SUMALUNGUN
I. Identitas peneliti

a. Nama : Faiza Stevani Z/ (/

b. Npm : 2003100049

II. Identitas Responden \’L)

a. Nama : O-\“) ()/0 ?’V\

b. Alamat :
¢. Pekerjaan :
d. Jenis Kelamin:

II1. Indikator / Variabel Penelitian
SUBJEK PENELITIAN:Camat Hatonduhan, Staf Kasubag Tu, Staf THM
Pertanyaan:
1. Sasaran Kebijakan

a. Apakah pelayanan Administrasi PATEN sudah dijalankan sesuai
dengan kebijakan yang berlaku?

b. Bagaimana hasil dari adanya kebijakan Pelaksanaan PATEN?

c. Faktor apakah yang menjadi pendukung dalam keberhasilan kebijakan
pelayanan administrasi terpadu PATEN?

2. Sumber Daya

a. Bagaimana kemampuan pelaksana dalam menjalankan kewenangan
terhadap pelaksanaan PATEN?

b. Apakah ada informasi yang diterima oleh pelaksana terhadap
perkembangan pelaksanaan PATEN?

c. Bagaimana dengan sarana fasilitas yang digunakan sebagai penunjang
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan?

d. Apakah Staff pegawai di Kantor Kecamatan sudah ditempatkan
berdasarkan keahliannya?

e. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaa peraturan ini?

f. Apakah pemerintah mendukung penuh kebijakan ini? Misalnya contoh,
dukungan pemerintah: memberikan bantuan finansial dalam bentuk,
jaringan internet yang memadai, computer yang sesuai dengan
kebutuhan.

3. Komunikasi

a. Bagaimana cara Pihak Kantor Kecamatan dalam memberikan informasi
terhadap Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PATEN kepada masyarakat ? Dan siapa saja yang terlibat dalam proses




b.
c

d.

pemberian informasi tersebut?

Apakah ada hambatan dalam proses pemberian tersebut?

Bagaimana penyampaian pesan terhadap pelaksanaan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan PATEN?

Bagaimana konsistensi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi
terpadu kecamatan PATEN?

4. Struktur Birokrasi

a.

b.

c.
d.

c.

Apakah pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu ini, sudah sesuai dengan
SOP yang di buat?

Bagaimana pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan pelayanan
PATEN?

Bagaimana struktur organisasi di Kantor Kecamatan Hatonduhan?

Bagaimana SOP Kantor Kecamatan Hatonduhan dalam Pelaksanaan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN?

Apakah kebijakan ini, dapat memudahkan masyarakat atau tidak? Berikan
alasanya

5. Disposisi

a.

b.

Apakah staff kantor camat ini sudah melaksanakan kebijakan ini sepenuhnya?
atau masih belum terlaksana sepenuhnya? Berikan alsanya

Sudahkah pengangkatan birokrasi pelaksana PATEN sesuai dengan kebutuhan
masyarakat ?

Bagaimana komitmen pelaksana kebijakan di kantor kecamatan Hatonduhan
ini (seperti staff, dll)?

Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN di Kecamatan Hatonduhan ?
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SUBJEK PENELITIAN: (Masyarakat yang melakukan pengurusan di PATEN
Kantor Kecamatan Hatonduhan).

Pertanyaan :
Sasaran Kebijakan

a.

b.

Bagaimana menurut masyarakat mengenai Kebijakan Paten di kantor
kecamatan Hatonduhan apakah sudah dilaksanakan dengan baik?
Apakah dengan adanya kebijakan pelayanan PATEN berpengaruh baik
terhadap masyarakat?

Sumber Daya

a. Berdasarkan jumlah Pegawai Pelayanan yang ada di PATEN, apakah
sudah cukup untuk membantu masyarakat dalam pengurusan perizinan/
non perizinan ?

b. Adakah Pelaksana pelayanan PATEN yang memperlambatkan proses
pengurusan surat izin yang diajukan oleh masyarakat ?

c. Apakah fasilitas yang disediakan Kantor Kecamatan Hatonduhan sudah
mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat ?

d. Adakah sarana dan prasarana yang harus di tingkatkan di ruangan
PATEN Kantor kecamatan tersebut ?

Komunikasi

a. Apakah para Staff pegawai pelaksana PATEN telah memberikan
informasi yang lengkap terhadap alur PATEN ?

b. Apakah ada pemahaman yang kurang jelas terhadap informasi yang

disampaikan oleh Pelaksana PATEN ?

Struktur Birokrasi

a. Apakah masyarakat mengetahui tentang struktur organisasi di PATEN
Kantor kecamatan Hatonduhan ?

b. Menurut masyarakat, perlukan setiap pegawai memegang satu tugas
dalam pengurusan pelayanan di PATEN?

c. Apakah dengan adanya Pelaksanaan PATEN di Kantor kecamatan
Hatonduhan ini sudah mempermudah masyarakat dalam proses
pengurusan surat perizinan atapun non perizina?

Disposisi

a. Bagaimana sikap Pelaksana PATEN dalam memberikan pelayanan
terhadap masyarakat ?

b. Apakah Pelaksana PATEN sudah bisa mencerminkan Pelayanan yang
ramah?

c. Apakah ada pungli di kantor kecamatan Hatonduhan terkait dengan
pelaksanaan kebijakan PATEN ini?

d. Menurut anda apakah disposisi terkait pelaksanaan peraturan ini masih
berbelit-belit? Atau staf di kantor Kecamatan Hatonduhan mempermudah
masyarakat dalam pelayanan?

e. Menurut anda apakah kebijakan ini sudah berjalan efektif di masyarakat?

berikan alasanya?
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selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Masa Kadaluarsa tanggal: 21 Desember 2024.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tangal, 05 Rajab 1445 H
17 Januari 2024 M

Vg @ %
Wbz T

2

Tembusan :

1. Ketua Program Studi [Imu Administrasi Publik
FISIP UMSU di Medan;

Pembimbing ybs. di Medan;

Pertinggal
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Unggut| Cardat | TePrSan @hipsifispumsuacid ™ fisip@umsu.ac.id Klumsumedan @ d. o
o moyondh nrs 0 sy Sestt Sk-3
PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan, ./6.. Fébrvari...2029
Bapak Dekan FISIP UMSU
di .
Medan.

Assalaru'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas IImu Sosial dan
Ilmu Politik UMSU :
Nama lengkap
NPM
Program Studi  : Moy Paminisresst Lo

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat
Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. [@®.../SK/I1.3.AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal
.................. .lé.ﬁnvﬁ..ﬂqﬂﬁ.dcnganjudul sebagai berikut :

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);

Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);

DKAM (Transkrip Niai Sementara) yang telah disahkan;

Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;

Tanda Bukti Lunas Beban SPP takap berjalan;

Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;

Propsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembhimbing (rangkap - 3)
Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warna BIRU.

PNOUNE W~

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjuinya. Atas perhatian Bapak saya
ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menvyetujui : Pemohon,
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UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 283/UND/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi limu Administrasi Publik
Hari, Tanggal Selasa, 20 Februari 2024

c z mc Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat Aula FISIP UMSU Lt.2 -

Unggui | Cerdas | Terpercayy

Pemimpin Seminar

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

NOMOR
No. NAMA MAHASISWA POKOK DENANGGAP PEMBIMBING JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA
EFEKTIVITAS PELAYANAN PARTISIPATIF TIM PAMSIMAS (PROGRAM
s |simi NURKHOLIZAH 2003100004 mmmm_ AVRIZAL, $:S0s.,  [AGUNG SAPUTRA, §.505. |  PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT)

N , DALAM PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH DI DESA BAKTI MAKMUR
o] STRATEG! MSOM KELOMPOK PKK (PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
7 |earaoma kwani 2003100012 __,UMW_ AMTNL 5.50x | |IAHAIES: SH. | (ELUARGA) DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KELURAHAN LABUHAN

: : DELI
I EFEKTIVITAS FUNGS| DIRECTING KELOMPOK PKK DALAM PROGRAM
5 |annisa PUTRI SETIAWAN 2003100015 Wr%mﬁu_w:mﬂ e _mmﬂz or%coccw. P2WKSS (PENINGKATAN PERANAN WANITA KELUARGA SEHAT
S-S0 WAL S508 M SEJAHTERA) DI KELURAHAN TANJUNG MULIA HILR
IMPLEMENTAS! KEBLAKAN PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI
s [pazasevan | 2003100049 [ACUNG SAPUTRA, S.Sos., [RAFIEQAH NALAR RIZKY. | yecpapy KECAMATAN DI KANTOR CAMAT HATONDUHAN KABUPATEN
MAP. S Sos, MA.
| SIMALUNGUN
EFEKTIVITAS PENGAWASAN LANGSUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP
. NG SAPUTRA, §.5cs.,
10 |M. RINDAM SYAPUTRA 1703100072 _zovz%:sz SH., pw_w G SAPUTRA, $.805, | ) A\ MENGOPTIMALKAN FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA
. M- . MEDAN

Zwﬁm:rou Syal um: 1445H
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UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KP/PT/XV2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Unggut| Cordt TP s s ifisip.umsu.acid fisip@umsuacid dan @ #] d o d:
Nomor 485/KET/I1.3. AU/UMSU-03/F/2024 Medan, 05 Ramadhan 1445 H
Lampiran @ -- 15 Maret 2024 M
Hal . Mohon Diberikan izin

Penelitian Mahasiswa
Kepada Yth : Camat Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun
di-
Tempat.

Bissmillahirahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal’afiat serta sukses dalam menjalankan
segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan
memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : FAIZA STEVANI

NPM : 2003100049

Program Studi - Ilmu Administrasi Publik

Semester - VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024

Judul Skripsi . IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  PEDOMAN PELAYANAN

ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KANTOR CAMAT
HATONDUHAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan
terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu “alaikum wr. wb.

Cc : File.

(\»
D8

Tl 7 | % | ¥ | ¥ |
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PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN HATONDUHAN

JI. Besar P. Siantar — B.P Mandoge KM.30
Buntu Bayu, 21181

Buntu Bayu, 4 April 2024

Nomor : 100/40/2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : 1zin Penelitian Mahasiswa
Yth.

Ketua Jurusan limu Administrasi Publik
Fakultas llmu Sosial dan limu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di

Medan

Menindaklanjuti Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor
485/KET/I1.3.AU/UMSU-03/F/2024 tentang Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa :
Nama Mahasiswa : Faiza Stevani

NPM : 2003100049

Program Studi : llImu Administrasi Publik

Semester VI

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pedoman Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan di Kantor Camat Hatonduhan
Kabupaten Simalungun

Bersama ini kami memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan
untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan judul skripsi yang telah ditentukan.
Kiranya penelitian dimaksud dapat bermanfaat untuk pembangunan sistem
pelayanan administrasi publik kedepan khususnya di Kecamatan Hatonduhan.

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

RYAN FAHRIZAL PAKPAHAN, S.IP
PEMBINA/ IV a

NIP. 198802242007011001

Dok ini telah ditand:

gani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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PERPUSTAKAAN

Terahreditasi A Berdasarkan Ketctapan Perpustakaan Nasional Republik Indoncsia No. 00059LAP PTIX 2018

Pusat Administrasi : Julan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP.127120201000000 8 hittp:/perpustakuan.umsuacid M1 perpustakaan@umsu.acid % perpustakaan_umsu

RAT KETERANGAN
Nomor: 00881/KET/IL5-AU/UMSU-P/M/2024

A

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Faiza Stevani
NPM : 2003100049
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, ulgaidah 1445 H
13 Mei 2024 M

Kepala Pe; al -

Dr. ammal ifin, M.Pd.

@QM@ - STARS

Tl % | % | ¥ | #
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

GANIP; N

Nomor :  863/UND/II.2 AU/UMSU-03/F/2024

DK-1V

Pogram Studi limu Administrasi Publik
c g m c Hani, Tanggal W omis , 30 Mei 2024
Ungaul | cerdas | Terpercays Waktu 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat Aula FISIPUMSU Lt 2
Nomor Pokok TIM PENGUJI
No. Nama Mahasiswa Judul Skripsi
2 Mahssiswa PENGUJI| PENGUJI I PENGUJI Il -
= = FUNGSI MRECTING SATPOL PP DALAM PENATAAN DAN
1| THASYA ARSETYA 2003100024 J_o> MARTINELLY, SH.,  [RAFIEQAH NALAR RIZKY, r. JEHANRIDHO | pENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DELI
M S Sos, MA. IZHARSYAH, § S0s., M.Si. gt
= TMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
2 |exaLesTar \ﬂ 1803100072 mm%_ AMRIZAL, 5.50s., ”_xb_fo_x AL, 8.S0s, _m,w MARTINELLY, SH, TENTANG PENERAPAN LARANGAN DALAM PENGELOLAAN
& : PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN
. [ TVIPLEMENTAS! KEBIJAKAN PEDOMAN PELAYANAN ADMINSTRAS!
3 |FaizasTEVANI A 200310004g [[OA MARTINELLY. SH. _m;mm:oo_z. 5508, Wi [RATIEQAALARRIZEY. | ™ 1eRpADU KECAMATAN DI KANTOR CAMAT HATONDUHAN
S.508, M. KABUPATEN SIMALUNGUN
T v
- % ANANDA MAHARDIKA, N DI AMRIZAL, 805, | IMPLEMENTAS! KEBLIAKAN PENGELOLAAN PELATARAN PARKIR DI

4 | ALVITA SAHRIANI L 2605100657 [S'e SYAFRUDDIN, S.50s,MH [0 Lol

= PERAN PELAYANAN PARTISIPATIF DINAS KESZHATAN DALAM
s |ners ﬁ 2003100042 ,wmm_ AMRIZAL, 8.cs. tmﬂ_mo,ﬁ NALAR RIZKY, oy RiiDDIN, S.Sos, MH |  PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN TELUK NIBUNG

_ St M KOTA TANJUNG BALA!

otat - :srw\ yora
?.\.a?

Dr. ARIFI

Medan, 20 Dzulqalidah 1445 H

. 28 Mei 2024 M

Assoc. Proi. Dr. ABRAR ADHANI., M...Kom

D 8 MRyl

sl Tiiveban Wi s

BARPT /5 B Seeeicheuer
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